BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1)

2)

Sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus melalui
syarat formal mengajukan Upaya Administratif yang diatur pada Pasal 48
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa tidak setiap
keputusan tata usaha negara (beschikking) sebagai obyek sengketa tata usaha
negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena
apabila tersedia upaya aministratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut
harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum
diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Tekait upaya Administratif
yang diatur oleh UUAP pihak Mahkamah Agung bertindak responsif dengan
mengeluarkan Peraturaan Pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor
6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi
Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, dalam peraturan
tersebut Upaya Administratif menjadi kewajiban yang harus ditempuh atau
syarat formal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
dengan adanya PERMA ini maka para pencari keadilan dalam bidang
administrasi dapat menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dengan
pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebelum menempuh
cara melalui jalur pengadilan. Selain itu setelah dikeluarkannya PERMA ini
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang
mengadili perkara di bidang Administrasi telah menerapkan dengan
sepenuhnya aturan dari MA terkait pengajuan gugatan yang mana
mengharuskan kepada semua orang atau badan hukum yang akan menggugat
untuk menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu yaitu dengan melakukan
Keberatan dan Banding Administratif

Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah
menempuh Upaya Administratif, Upaya Administratif yang terdiri dari upaya
Keberatan dan Banding administratif, bersifat wajib dan berlaku terhadap
semua sengketa TUN. Penyelesaian sengketa TUN di PTUN hanya
dimungkinkan apabila selurun upaya administratif telah digunakan. Setelah
berlakunya peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah
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menempuh Upaya Administratif, ketika pihak penggugat tidak mengajukan
upaya administratif maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha
Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan
lainnya

4.2 Saran

Saran yang hendak diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah

sebagaimana berikut :

1.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga negara pembentuk peraturan
perundang-undang mengatur secara rinci terkait dengan Upaya Administrasi.
Dewan perwakilan rakyat sebagai Lembaga Negara pembentuk peraturan
perundang-undangan memperjelas kewajiban dalam melakukan upaya
administrasi.
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